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ABSTRAK 
 
NURDIYAH ISMI RAHMA (B111 12 032), Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Pencurian yang Dilakukan pada Malam Hari 
(Studi Kasus: Kabupaten Gowa Tahun 2013-2015) 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan pada 
malam hari di Kabupaten Gowa dalam kurung waktu tiga tahun terakhir, 
serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk 
meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan pada malam 
hari di Kabupaten Gowa. 
 Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan 
keadaan nyata dan data yang ada tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan pada malam 
hari di Kabupaten Gowa serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum. 
 Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka 
penulis berkesimpulan antara lain: faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kejahatan pencurian yang dilakukan pada malam hari, yakni faktor 
ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Upaya yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum adalah upaya pre-emtif, preventif, dan upaya 
represif. Upaya Pre-emtif berupa mengenali karakter wilayah dan 
sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah. Upaya Preventif berupa kegiatan 
pengaturan penjagaan dan patroli rutin ke lokasi yang diduga sering 
terjadi kejahatan. Dan upaya Refresif yang dilakukan oleh Rutan Kelas I 
Makassar yang meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kesadaran 
hukum dan pembinaan keterampilan. 
 Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: a) Faktor 
utama penyebab kejahatan adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan 
faktor keluarg. Oleh karena itu, penulis berharap pihak Rumah Tahanan 
Kelas I Makassar meningkatkan pembinaan dalam hal pendidikan dan 
keterampilan kerja agar ketika sudah keluar dari Rumah Tahanan Negara 
mampu meminimalisir faktor-faktor terjadinya kejahatan pencurian yang 
dilakukan pada malam hari di Kabupaten Gowa. b) Di harapkan kepada 
pihak kepolisian agar lebih meningkatkan tindakan yang bersifat pre-emtif 
dan preventif dalam hal menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian 
yang dilakukan pada malam hari agar dapat mengurangi jumlah kejahatan 
yang terjadi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pada zaman modern sekarang ini, perkembangan ilmu dan 
pengetahuan seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena 
didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan serta teknologi. 
 Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring 
dengan merebaknya fenomena supermasi hukum, hak asasi manusia, 
globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, 
telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, 
fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.  
 Kualitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, oknum-
oknum yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemeritah yang tidak 
konsisten dan merugikan rakyat, dan lain sebagainya. Akumulasi 
ketidakpercayaan terhadap lembaga yudikatif di dalam menjalankan 
perannya sebagai pelindung dan pengayom rakyat berdampak pada 
tatanan kehidupan yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan 
keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat. 
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut 
KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil 
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Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan 
pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah 
peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati 
oleh setiap orang. Larangan-larangan dan perintah tersebut telah dimuat 
dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang 
perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanyan ancaman 
pidana tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pidana. 
 Undang-undang merumuskan suatu perbuatan sebagai kejahatan 
karena dinilai membahayakan suatu kepentingan hukum, baik itu 
kepentingan perorangan (individuale belangen), kepentingan hukum 
masyarakat (sociale individuale) maupun kepentingan negara. Tidak 
hanya itu, suatu perbuatan yang dapat dianggap kejahatan harus pula 
diteliti tentang penilaian masyarakat bahwa apakah perbuatan itu tercela 
ataukah tidak. 
 Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku 
kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan 
kebutuhan yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi 
volumenya dan meningkat kualitasnya, termasuk pelanggaran pidana 
yang makin bervariasi.  
 Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai 
upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita 
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sering mendengar "modus operandi" (cara pelaksanaan kejahatan) yang 
berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya. 
 Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat 
dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Walaupun 
dalam praktiknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-
ketentuan yang mengaturnya. Seperti dapat kita lihat pada kejahatan 
korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi. Di mana ketiganya 
sebenarnya juga mengacaukan perekonomian negara. Dalam kejahatan 
korupsi memang ditegaskan unsur "mengacaukan perekonomian dan 
keuangan negara", demikian pula pada kejahatan ekonomi. Sementara 
itu, pada kejahatan subversi terdapat unsur perbuatan yang menghambat 
industri dan distribusi yang dilakukan oleh negara. 
 Selanjutnya pada kejahatan umum, juga kita dapatkan beraneka 
ragam atau macamnya, di mana salah satunya adalah kejahatan 
pencurian. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi 
menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurain sesuai dengan 
ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan 
pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 
KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam 
Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta 
kejahatan pencurian dengan kekerasan. 
 Kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 365 KUHPidana ditambah dengan kejahatan pencurian dengan 
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pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHPidana, dimasukkan 
ke dalam gequalificeerde diefstal atau pencurian yang dikualifikasikan 
oleh akibatnya. 
 Salah satu jenis pencurian dengan pemberatan adalah pencurian 
yang dilakukan pada saat kebakaran. Jenis pencurian ini sangat 
meresahkan berbagai lapisan masyarakat. Oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan malam hari yang gelap 
untuk mengambil barang orang lain. Kejahatan yang dilakukan oleh para 
pelaku merupakan pencurian dengan pemberatan. Pencurian tersebut 
merupakan pencurian yang terjadi dalam keadaan tertentu atau cara-cara 
tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka 
penulis mengangkat dalam suatu penelitian, dengan judul "Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian yang Dilakukan pada 
Malam Hari (Studi Kasus: Kabupaten Gowa Tahun 2013- 2015)". 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, 
maka adapun rumusan masalah, adalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya pencurian 
yang dilakukan pada malam hari? 
2. Upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 
kejahatan pencurian pada malam hari? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 
pencurian yang dilakukan pada malam hari. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 
terjadinya pencurian pada malam hari. 
 Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Kiranya hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi atau 
sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan yang berkaitan 
dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan khususnya pada 
malam hari. 
2. Sebagai sumbangan literatur tambahan bagi para akademisi yang 
ingin mendalami lebih lanjut tentang hukum pidana khususnya 
pencurian pada malam hari. 
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BAB II 
TUNJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Sebagian besar bagi orang yang baru pertama kali mendengar kata 
kriminologi akan mengaitkan kriminologi dengan pendidikan hukum 
karena kata kriminologi yang berhubungan dengan masalah kejahatan, 
serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga orang 
yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif, karena detektif 
bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap 
pelakunya. Persepsi tadi tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak 
seluruhnya benar. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berati 
kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
dapat berarti ilmu tentang kejahatan.1 
Dalam memberikan batasan (definisi) kriminologi, setiap sarjana 
yang memberikan batasan tersebut, memberikannya untuk menunjukkan 
                                                          
1 A. S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi. Makassar. Hal: 1 
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ruang lingkup penelitian kriminologi. Beberapa ahli yang memberikan 
definisi tentang kriminologi adalah sebagai berikut:2 
• W. A. Bonger, memberikan batasan bahwa: 
"Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 
kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya itu berarti 
bahwa kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patalogi 
sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisem. 
Bonger membagi kriminologi dalam dua aspek. Pertama, 
kriminologi praktis yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil 
penelitiannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, 
memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki 
sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang 
berlaku pada kriminologi". 
• Sutherland dan cressey, memberikan batasan kriminologi sebagai 
bagian dari sosiologi dengan menyebutkannya sebagai berikut: 
"Kumpulkan pengetahuan yang meliputi delikuensi dan kejahatan 
sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah 
proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi 
terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga 
aspek yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang 
berkesinambungan. Tindakan-tindakan tertentu yang dipandang 
tidak disukai oleh para politisi didefinisikan sebagai kejahatan. 
Sekalipun ada tindakan tersebut, terdapat orang-orang yang terus-
menerus melanggarnya dan dengan demikian melakukan 
kejahatan; politisi memberikan reaksi berupa penghukuman, 
pembinaan, atau pencegahan. Urutan interaksi inilah yang 
merupakan pokok masalah dalam kriminologi". 
• Herman Mannheim, seorang Jerman yang bermukim di Inggris 
memberikan definisi kriminologi secara panjang lebar, yang juga 
menjelaskannya dalam dua tingkat (pengertian sempit dan 
pengertian luas). Bagian utama pengertian yang diberikannya 
adalah sebagai berikut: 
                                                          
2 Muhammad Mustofa, 2007. Kriminologi. Fisip UI Press. Jakarta. Hal: 4 
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"Kriminologi, dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. 
dalam pengetian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, 
kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam 
menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan 
dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja 
kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu 
tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana". 
• Vernon Fox, memberikan definisi krimimologi secara komprehensif 
dibandingkan dengan definisi-definisi sebelumnya tentang 
kriminologi, yaitu: 
"Kriminologi adalah kajian tentang tingkah laku jahat dan sistem 
keadilan. Ini merupakan kajian tentang hukum, penggaran hukum, 
dan pelaku pelanggaran hukum. Pemahaman terhadap ilmu-ilmu 
tingkah laku, ilmu alam, dan sistem etika dan pengendalian yang 
terkandung dalam hukum dan agama. Kriminologi merupakan 
tempat bertemunya berbagai disiplin ilmu yang memberikan pusat 
perhatian pada kesehatan mental dan kesehatan emosi individu 
dan berfungsinya masyarakat secara baik". 
 Bonger memberikan pengertian bahwa kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi 
murni yang mencakup:3 
1. Antropologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat (somasis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-
tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antar suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya. 
2. Sosiologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalannya yang 
                                                          
3 Topo Santoso dan Eva Achjani Zula, 2001. Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. Hal:9 
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dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-
sebab kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
dilihat dari sudut pandang jiwanya. 
4. Psikopotologi dan Neoropatologi kriminil ialah ilmu tentang penjahat 
yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
Selanjutnya Bonger mengemukakan kriminologi terapan yang 
berupa:4 
1. Higiene kriminil merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
2. Politik kriminil merupakan usaha penanggulangan kejahatan di 
mana suatu kejahatan telah terjadi. 
3. Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusulan 
kejahatan. 
Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang 
sebab terjadinya kejahatan, baik kejahatan itu timbul karena pelaku atau 
karena lingkungannya. 
Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan 
ilmu tentang pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai 
gejala sosial (the body of knowledge regarding crime as a social 
                                                          
4Topo. Ibid. Hal: 10 
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henomenon). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses 
perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran 
hukum. Selanjutnya, kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga 
cabang ilmu utama, yaitu:5 
1. Sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh 
hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang 
menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum. 
2. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang 
mencari sebab musabab dari kejahatan. 
3. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan 
tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik refresif maupun preventif. 
Selanjutnya, J.M. Van Bammalen, mengemukakan bahwa 
kriminologi sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan yang mencoba 
mencari sebab-sebab yang merugikan asusila.6 
Noach dan Great van Heuvel, secara berturut-turut mengemukakan 
bahwa pengertian kriminologi yang diberikan oleh sarjana barat, antara 
lain:7 
a. Sellin, merumuskan kriminologi sebagai ajaran rill, yaitu baik fisik 
maupun psikis dari gejala perbuatan jahat. 
                                                          
5 Topo. Ibid. Hal: 11 
6 Stephan Hurwitz, qq986. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1. Bina Aksara. Jakarta. 
Hal: 4 
7 Sahepaty J.E., 1982. Parados dalam Kriminologi. Aksara Baru. Jakarta. Hal: 7-8 
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b. Saver, mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang 
sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa 
berbudaya, sarana penelitian kriminologi. Pertama-tama 
kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan 
pelaku), kedua, kriminalitas dalam hidup dan bangsa. 
c. Constant, memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
empirik yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menyebabkan teradinya perbuatan jahat dan penjahat (etologi). 
Untuk itu diperhatikan faktor-faktor sosial ekonomi maupun faktor 
individual dan psikologis. 
d. Vrij, merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari perbuatan-perbuatan apakah perbuatan jahat itu, 
tetapi selanjutnya mengenai sebab dan akibat-akibat. 
Berdasarkan pengertian tersebut, ternyata kriminologi mengandung 
pengertian yang sangat luas. Dikatakan demikian karena dalam 
mempelajari kejahatan tidak terlepas dari berbagai engaruh sudut 
pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut latar belakang 
timbulnya kejahatan, dan ada pula yang memandang kriminologi dari 
sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Berangkat dari berbagai pengertian tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pada dasarnya kriminologi merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, faktor-faktor 
pendorong terjadinya kejahatan untuk memahami sebab musabab 
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terjadinya kejahatan, serta upaya apa yang dilakukan untuk 
menanggulangi terjadinya kejahatan. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut A. S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi 
tiga hal pokok, yaitu:8 
1. Proses perbuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
Pembahasan dalam proses perbuatan hukum pidana (process of 
making laws) meliputi: 
a. Definisi kejahatan; 
b. Unsur-unsur kejahatan; 
c. Relativitas pengertian kejahatan; 
d. Penggolongan kejahatan; 
e. Statitik kejahatan. 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of law). Sedangkan yang dibahas 
dalam etiologi kriminal meliputi: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi; 
b. Teori-teori kriminologi; 
c. Berbagai perspektif kriminologi. 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
                                                          
8  A. S. Alam. Op.cit. hal: 2-3 
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terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya, yang dibahas dalam 
bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran 
hukum (reacting toward the basking laws) meliputi: 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari 
tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, 
yang kedua yaitu memperlajari pelakunya yang sering disebut penjahat. 
Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi mesyarakat terhadap 
gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. 
3. Pembagian Kriminologi 
 Menurut A. S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan 
besar, yaitu:9 
1. Kriminologi teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas: 
                                                          
9 A. S. Alam. Ibid. Hal:4 
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a. Antropologi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari 
seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso, ciri seorang 
penjahat diantaranya; tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, 
tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan 
seterusnya. 
b. Sosial kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam 
kategori sosiologi kriminal adalah: 
- Etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-
sebab timbulnya suatu kejahatan 
- Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik 
antara letak suatu daerah dengan kejahatan 
- Klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal 
balik antara cuaca dan kejahatan 
c. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari suatu ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan 
ini adalah: 
- Tipologi yaitu ilmu pengatahuan yang pengetahuan 
golangan-golongan penjahat 
- Psikologi sosial kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial 
d. Psikologi dan Neuro Phatology Criminal yaitu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. 
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Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di 
rumah sakit jiwa. 
e. Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
2. Kriminologi praktis 
Kriminologi praktis yaitu pengetahuan yang berguna untuk 
memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat 
pula disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu 
pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-
cabang dari kriminologi praktis adalah: 
a. Hygiene criminal yaitu kriminologi yang berusah untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, 
meningkatkan perekonomian rakyat, penuluhan (gudance and 
counceling) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya. 
b. Politic criminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-
baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan 
lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, 
maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk 
dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan 
tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan. 
c. Kriminalistik (police scientific) yaitu ilmu tentang penyidikan 
teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 
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B. KEJAHATAN 
1. Teori-Teori  Penyebab Kejahatan 
 Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
 Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, 
sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab 
pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan 
orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu secara berkelompok.10 
 Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum 
dapat dipecahkan sampai sekarang. 
 Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, ada dua faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatn yaitu:11 
                                                          
10 Made Darma Weda, 1996. Kriminologi. PT Raja Grafindo. Jakarta. Hal:52 
11 Made Darma Weda. Ibid. Hal:76 
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(1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecerobohan, dan keterasingan) 
(2) Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yanga 
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut 
sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori 
lainnya.  
 Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abab ke-18. Pada waktu itu, 
seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang 
dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang 
akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan 
muncullah beberapa teori. Made Darma Weda mengemukakan teori-teori 
kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:12 
 
 
                                                          
12 Made Darma Weda. Ibid. Hal: 15  
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1. Teori Klasik 
 Aliran klasik muncul di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan 
Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik, bagi aliran ini 
setiap perbuatan manusai didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan 
tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana 
yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih 
kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap 
perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
 Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan 
rasa sakit yang diperoleh dri perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham 
menyebutkan bahwa the act which i think will give me mosi plesseru. 
Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan 
sebagai kesenangan yang akan diperoleh.13 
Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa, semua orang yang 
melanggar undang-undang tentu harus menerima hukuman yang sama, 
tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan 
keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian 
beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari undang-undang itu 
sendiri. 
                                                          
13Ibid. 
19 
Berdasarkan pendapat Beccaria di atas yang menyebutkan bahwa 
“Setiap hukuman yang diperhitungkan sebagai kesenangan yangg berat 
sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya.” Hal ini 
adalah untuk mengurangi kesewenangan dari kekuasaan hukuman. 
Pendapat ekstrim tersebut diubah menjadi dua hal: 
1) Anak-anak dan orang gila mendapat pengecualian atas dasar 
pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan 
secara intelegen suka dan duka. 
2) Hukuman diterapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara 
absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan. 
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti 
untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan pula 
kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa 
terjadinya perbuatan tersebut. 
2. Teori Neoklasik 
Menurut Made Darma Weda, bahwa:14 
Teori neoklasik ini merupakan revisi atau pembaharuan teori 
klasik. Dengan demikian teori neoklasik tidak menyimpang dari 
konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia bahwa 
manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang 
berkehendak bebas dab karenana bertanggungjawab atas 
perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa 
ketakutannya terhadap hukum. 
 
 
 
 
 
                                                          
14Ibid 
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 Ciri khas teori neoklasik adalah sebagai berikut:15 
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. 
Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh: 
- Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-
lain, keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan 
kehendak bebasnya. 
- Premiditasi, niat yang menjadikan ukuran kebebasan kehendak, 
tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika 
benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus diangga 
lebih bebas memilih dari pada residivis yang terkait dengan 
kebiasaan-kebiasaan, dan oleh karenanya harus dihukum 
dengan berat. 
b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat 
berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya), keadaan-keadaan 
lingkungannya atau keadaan mental dari individu. 
c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan 
perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. 
Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang 
untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain 
yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada 
waktu melakukan kejahatan. 
                                                          
15Ibid 
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d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadian 
untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan 
apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang 
salah. 
Berdasarkan ciri khas neoklasik, tampak bahwa reori neoklasik 
menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang ajaib 
(gaib), sebagai prinsip untuk menjelasakan dan membimbing terbentuknya 
pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neoklasik 
menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap 
perilaku/tingkah laku manusia. 
Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh 
kekuatan gaib diganti dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang 
berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan 
karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya. 
3. Teori Kartografi/Geografi 
Teoi ini sering juga disebut sebagai ajaran ekologis. Yang 
dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-
daera tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Para tokoh 
aliran ini antara lain Quetet dan Queery. Aliran ini dikembangkan di 
Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memerhatikan 
penyebaran kejehatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik 
dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan 
perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. 
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Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi 
sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul 
disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri. 
4. Teori Sosialis 
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh 
alirn ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi.16 
Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh 
adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. A.S. 
Alam (kuliah kriminologi) memberikan pandangannya bahwa terjadinya 
kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial dalam 
masyarakat. 
Sacipto Raharjo (A.S. Alam, kuliah kriminologi) berpendapat 
bahwa: 
Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari iru 
makin tinggi peradaban manusia maka makin tinggi pula cara 
melakukan kejahatan. 
Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan 
kata lain, kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan 
mengurangi terjadinya kejahatan. 
 
 
                                                          
16 Made Darma Weda. Ibid. Hal :18 
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5. Teori tipologis 
 Ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini, yaitu 
Lambrossin, Mental tester, dari psikiatrik yang mempunyai kesamaan 
pemikiran dan mitologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa beda antara 
penjahat dan bukan pada penjahat terletak pada sifat tertentu pada 
kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan 
dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin 
diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat 
kepribadian dan keadaan maupun proses-proses lain yang menyebabkan 
adanya potensi-potensi pada orang tersebut.17 
 Ketiga kelompok tipologi ini berada satu dengan yang lainnya 
dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan 
penjahat. Menurut Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang 
dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa "criminal is bom not 
made". 
 Ada beberapa proosisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu: (1) 
penjahat dilahirkan dan merupakan tipe yang berbeda-beda, (2) tipe ini 
biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, 
rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang 
jarang dan tahan terhadap rasa sakit, tanda ada bersamaan dengan 
penjahat, (3) tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab 
kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
                                                          
17 Dirdjosisworo Soejono, 1996. Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-Sebab 
Kejahatan). Politeja. Hal:32 
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mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan pembaruan sejak 
lahir, (4) karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindari 
dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak 
memungkinkan, dan (5) penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar 
seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu.18 
 Aliran Lambroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam 
persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian 
membantah teori Tarde tentang Theory of imitation (Le lois de’I imitaion). 
 Teori Lambroso ini dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan. Hasil penelitian tersebut, Goring menarik 
kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut 
sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah 
untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe. 
 Menurut Goring, kuasa kejahatan itu muncul karena setiap manusia 
mempunyai kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut 
melakukan kejahatan.19 
 Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali 
kepada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil 
pengaruhnya kepada seseorang. 
 Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental 
tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
Goddart, setiap penjahat adalah prang yang feeble mindendness (orang 
                                                          
18 Made Darma Weda. Op.cit. hal:18 
19ibid 
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yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak dapat pula menilai 
akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan 
sejak lahir serta penyebab orang melakukan kejahatan.20 
 Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu gangguan emosional. Gangguan 
emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini 
lebih mengacu organisasi tertentu dari pada kepribadian seseorang yang 
berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetap akan 
menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial. 
6. Teori Sosiologis 
Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektif sosioligis, dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:21 
a. Teori Asosiasi Diferensial (Defferential Association) 
Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi 
Amerika, E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of 
Criminology. Sutherland menggunakan istilah differential assocoation 
untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi 
sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak 
(hubungan) denagn “definition ufavorable to violation of law” atau dengan 
“definition unfavorable o violation of law”. Rasio dan definisi atau 
pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal 
                                                          
20 Made Darma Weda. Ibid. 
21 A. S. Alam. Op.cit. Hal:45 
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atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia 
menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima. 
b. Teori Anomie 
Menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi 
kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara 
merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomiw 
dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) Cultur as piration 
atau cultur goals yang diyakini masyarakat stabil, dua unsur ini akan 
terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna 
mencapai tujuan-tujuan yang baerharga bagi mereka. 
Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari 
masalah kejahatahan (karena itu pendekatan ini juga disebut a structural 
explanation). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum, tetapi 
di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas 
antar rujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. 
c. Teori Kontor Sosial (Social Control) 
Teori kontrol atau merujuk kepada setiap perspektif yang 
membahas tentang pegendalian tinkah laku manusia. Sementara itu, 
pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikuensi 
dan kejahatan yang terkaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat 
sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda 
dengan teori kontrol lainnya. 
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Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam 
perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud 
adalah: 
 Adanya reaksi terhadap labeling dan kontrol dan kembali kepada 
penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif 
(sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru 
dan hendak kembali kepada subjek semula yaitu: penjahat 
 Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru 
telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih 
pragmatis dan berorientasi pada sistem. 
 Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu riset baru 
khusunya bagi tingkah laku anak/remaja. 
7. Teori Lingkungan 
Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, 
seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor 
disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan 
dunia luar, serta penemuan teknologi.22 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-
buku, serta film dengan berbagi macam reklame sebagai promosinya, ikut 
pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. 
 
                                                          
22 Made Darma Weda. Op.cit. hal: 19 
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8. Teori Biososiologi 
Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prins, van Humel, D. Simsons, dan 
lain-lain. Aliran biososiologi sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran 
antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan 
bahwa seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena 
faktor lingkungan.23 
Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, 
intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan 
lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi 
keadaan alam (geografis dan kimatologis), keadaan ekonomi, tingkat 
peradaban dan keadaan politik suatu negara, mislnya meningkatnya 
kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR. 
9. Teori NKK (Niat, Kesempatan, Kejahatan) 
Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di 
masyarakat.24 
Rumusan teori ini adalah: 
N + K1 = K2 
Keterangan: 
N  = Niat 
K1  = Kesempatan 
K2  = Kejahatan 
                                                          
23Ibid 
24 Ibid 
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 Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya 
niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak 
ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, 
meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat, maka tidak mungkin pula 
akan terjadi kejahatan. 
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara sejak dulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari 
masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran 
dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, 
norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam 
undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk 
menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, 
karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan 
bermasyarakat yang tenang dan damai. 
 Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan perilaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
 Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam menagtur 
masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan 
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bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Mengingat berbagai 
keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di 
atas, maka di lihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervesi “penal” 
seharusnya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan 
limitatif. Dengan kata lain, saran penal tidak selalu harus dipanggil atau 
digunakan dalam setiap produk legislatif. 
 Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan 
kejahatan (crime prevebtion) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan 
pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. 
Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB 
mengenai “the prevetion of crime and the treatment of offenders”, yaitu: 
pertama, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah 
dilakukan atau dilihat sebagai suatu masalah yang terisolir dan ditangani 
dengan metode yang simplistik dan fragmantair, tetapi sebaiknya dilihat 
sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan 
atau tindakan yang luas dan menyeluruh; kedua, pencegahan kejahatan 
harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab atau kondisi-kondisi 
yang menyebabkan timbulnya kejahatan. 
 Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang 
demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam uapaya 
pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy); tiga, 
penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan 
sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang 
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rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, 
sistem politik, nilai-nilai sosiokultural dan perubahan masyarakat, juga 
dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia internasional baru. 
 Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB di atas, terlihat bahwa 
kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan 
atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan 
kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu 
dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan. 
 Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:25 
1. Pre-Emtif 
 Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
yang dilakukan dalam penaggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-
Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
 Uapaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi 
                                                          
25 A. S. Alam. Ibid. Hal:79  
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kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukan kejahatan. 
3. Represif 
 Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
 Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan 
kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang 
mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup 
kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun 
melalu usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang 
potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum. 
 Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat 
berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 
untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 
 Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, deskriminasi 
nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan 
diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab 
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dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan trategi pencagahan 
kejahatan yang mendasar. 
 Secara sempit lembaga yang bertanggungjawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, saran dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan. 
 
C. Pencurian 
1. Tinjauan Umum Delik Pencurian 
Rumusan tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP sebagai 
berikut: 
Pasal 362: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan 
maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum karena 
pencurian dengan hukuman pencajara selama-lamanya lima 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-" 
R. Soesilo merumuskan unsur-unsur pencurian sebagai berikut: 
a. Perbuatan mengambil 
b. Yang diambil adalah harus sesuatu barang 
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c. Yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain 
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan melawan hukum 
atau melawan hak. 
R. Soesilo mengemukakan, bahwa barang merupakan segala 
sesuatu yang berwujud termasuk pada binatang (manusia tidak termasuk) 
misalnya: uang, baju, kalung, dan segalanya. Dalam pengertian barang 
masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi 
dialiri lewat kawat atau pipa. barang ini tidak perlu harga ekonomis. Oleh 
karena itu mengambul beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-
kenangan) tanpa izin wanita itu maka disenut pencurian meskipun dua 
helai rambut itu tidak ada harganya.26 
Tentang barang Moch Anwar, yaitu barang sebagai suatu yang 
mempunyai nilai di dalam kehiduan ekonomi dari seseorang. pengertian 
barang mengalami perkembangan yaitu: semua barang yang ditafsirkan 
sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan barang 
bergerak, teta kemudian ditafsirkan sebagai bagian dari benda 
seseorang.27 
Berdasarkan pada pasal 162 Naskah Rancangan KUHP 
(1991/1992:51) memberikan pengertian barang sebagai berikut: barang 
termasuk selain barang berwujud juga aliran listrik, gas, air,, uang, jiral, 
                                                          
26 R. Soesilo, 1993. Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik Khusus. Politeja. 
Bogor. Hal:19 
27 Moch. Anwar, 1994. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1. Pradnya 
Pramita. Jakarta. Hal:19 
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data, dan program komputer dan jasa serta jasa telepon, jasa 
telekomunikasi dan jasa komputer. 
1. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
walaupun hanya sebagian. jadi sebagian dari kepunyaan orang lain 
dapat menjadi objek pencuri walaupun sebagiannya lagi adalah 
kepunyaan pelaku. 
• Barang yang menjadi kepunyaan pelaku tidak dapat menjadi objek 
pencurian, contohnya: bila seseorang mengambil uang disebuah 
laci, padahal tanpa pelaku ketahui uang tersebut adalah milik 
pelaku sendiri 
• Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek 
pencurian (Res Natulis): air yang mengalir di sungai, udara yang 
tertiup dan sebagainya 
• Demikian pula barang yang telah dibuang pemiliknya (Res 
Derelictac) juga tidak dapat menjadi objek pencurian, misalnya: 
sendal yang dibuang di tempat sampah. 
2. Pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki 
barang itu sendiri dengan melawan hukum atau melawan hak. 
Untuk dapat dituntut sebagai delik pencurian adalah pengambilan 
itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki barang 
secara melawan hukum. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Much. Anwar 
mengemukakan sebagai berikut: memiliki bagi diri sendiri adalah setiap 
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perbuatan penguasaan di atas barang tersebut, melakukan tindakan atas 
barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemilikna, 
maksudnya memiliki barang bagi diri sendiri tersendiri wujud dalam 
berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada 
orang lain, menggandakan, menukarkan, mengubahnya dan sempat 
dipergunakan, menukarkan itu belum semat dipergunakan, misalnya 
tertangkap lebih dahulu karena kejahatan pencurian telah terlaksana 
dengan selesainya perbuatan mengambil barang. 
Unsur melawan hukum dalam delik pencurian dinyatakan dengan 
tegas, dengan demikian tidak dapat dibuktikan unsur tersebut akan 
menyebabkan hakim memutus bebas. 
Moch. Anwar mengemukakan bahwa perbuatan mengambil berarti 
perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaannya yang 
melakukan atau yang mengakibatkan orang berada di luar kekuasaan 
pemiliknya. tetapi hal ini tidak selalu demikian hingga tidak perlu disertai 
akibat dilepaskan dan kekuasaan pemilik.28 
R. Soesilo berpendapat, bahwa mengambil merupakan perbuatan 
mengambil berarti untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri 
mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila 
waktu memiliki barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu 
bukan pencurian tetapi penggelapan (pasal 372 KUHP). 
 
                                                          
28 Moch Anwar. Ibid 
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2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 
a. Pengertian pencurian dengan pemberatan 
 Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan 
sebagai pencurian khusu, yaitu sebagai suatu pencurain dengan cara-
cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam 
dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 
hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan 
dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 
KUHP. 29 
Dalam hukum pidana khususnya KUHP, tindak pidana pencurian 
berat atau berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2). Secara 
lengkap, Pasal 363 ayat (1) dan (2) berbunyi: 
Ayat (1): 
 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
• Pencurian ternak 
• Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang. 
• Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
                                                          
29 Prodjodikoro Wirjono. 2008. Hal: 19 
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oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh orang yang berhak 
• Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu 
• Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu. 
Ayat (2): 
Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. 
Sedangkan dalam Pasal 365 KUHP berbunyi: 
Ayat (1): 
 Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun 
dihukum pencurian yang didahuluinya, disertainya, atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri 
jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau 
bagi yang turut serta melakukan kejahtan itu untuk melarikan diri atau 
supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya. 
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Ayat (2) 
 Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 
 Jika perbuatan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah 
kediaman atau pekarangan terutama tertutup, di mana ada rumah 
kediaman, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem 
yang sedang berjalan. 
 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-
sama 
 Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan 
kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian 
jabatan palsu 
 Jika perbuatan itu berakibat luka berat 
Ayat (3): 
 Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika 
perbuatan itu berakibat matinya orang. 
Ayat (4): 
 Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 
selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat 
ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-
sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-
hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2). 
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b. Unsur Tindak Pidana Pencurian Berat atau Berkualifikasi 
 Apabila diuraikan, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah: 
1. Unsur barang siapa 
Barang siapa di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak 
pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana 
tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan 
perbuatannya itu; 
2. Unsur mengambil barang 
Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) 
dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dengan jari-jari, 
memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain; 
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
Unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang 
yang diambil. Pengertian orang lain adalah tidak termasuk suami istri 
khusus untuk menerapkan ketentuan pasal 362 KUHP, sedang tindak 
pidana lain seperti ketentuan pasal 338 KUHP, semua orang adalah orang 
lain, termasuk suami istri. Jadi syarat untuk dipenuhi unsur barang dalam 
pasal 362 KUHP haruslah "barang tersebut milik orang lain seluruhnya 
atau sebagian ini berarti bahwa atas barang itu sekurang-kurangnya oleh 
dua orang atau lebih. Selanjutnya dalam penerapan pasal 362 KUHP khus 
menyangkut unsur "barang milik orang lain" bukan dalam bentuk hak 
gadai, hak sewa, hak menikmati dan sebagainya adalah hak dalam 
pengertian hak keberadaan yang dapat dilihat secara nyata/riil. 
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4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Pengertian melawan hukum sering juga digunakan dalam Undang-
undang dengan istilah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak 
atau melawan hak. Dalam undang-undang sesuai penjelasan resmi dalam 
KUHP melawan hak adalah diartikan bahwa setiap kali digunakan, orang 
melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentngan dengan 
suatu undang-undang atau ketentuan yang berlaku. 
Pendapat yang berpendirian bahwa perbuatan tersebut melawan 
hukum yakni: 
• Pendapat yang berpendirian formil: 
Bahwa menurut pengertian melawan hukum adalah apabila 
sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang atau 
larangan undang-undang, yang menggariskan bahwa suatu 
perbuatan yang melanggar undang-undang, dalam hal ini bersifat 
melawan hukum; 
• Pendapat yang berpendirian ajaran materiil: 
Bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang 
belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan saja 
hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi di luar dari pada 
unang-undang tersebut masih ada, meskipun perbuatan itu 
melawan hukum secara formilin casu diatur dalam undang-
undang, tetapi secara materiil perbuatan itu tidaklah bertentangan 
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dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan tersebut tidaklah 
melawan hukum. 
Sehubungan dengan unsur 3 dan 4 yakni dengan maksud 
hendak memiliki barang dengan melawan hukum, bahwa 
sebetulnya ada kontraksi antara "memiliki barang" dan "melanggar 
hukum". Memiliki barang barang menjadikan dirinya sebagai 
pemilik dan untuk menjadi emilik suatu barang harus menurut 
hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, 
maka sebenarna adalah tidak mungkin orang memiliki barang 
milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena bila hukum 
dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.30 
5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yanga ada 
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 
Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam 
pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. 
Pengertian rumah dalam pasal 363 KUHP ini adalah jauh lebih luas dari 
pengertian sehari-hari yakni semua tempat di mana manusia memusatkan 
kediamanna, misalnya toko/tempat jualan, tetapi bukan tempat kediaman, 
maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupnnya 
disitu. 
 
                                                          
30 Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung. Hal:17 
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6. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih 
Suatu perbuatan pidana di mana dilakukan minimal oleh dua orang 
atau lebih di mana masing-masing memiliki perannya. 
Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 
363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur dengan pemberatan dalam Pasal 363 
adalah:  
1. Pencurian ternak 
Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur memberatkan ialah 
unsur “ternak”. Apakah yang dimaksud dengan “ternak”? Berdasarkan 
ketentuan pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, 
hewan pemamah biak dan babi". Hew”n pemamah biak misalnya kerbau, 
sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya 
kuda, keledai, dan lain sebagainya. 
Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan 
pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan 
harta kekayaan yang penting. 
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, 
gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 
huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 
KUHP) 
Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, 
bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi 
juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak 
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terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara 
terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling 
berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan 
adanya bencana untuk melakukan pencurian. 
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ 
tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-
3 KUHP). 
- Unsur “malam” 
Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah 
waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. 
- Unsur “dalam sebuah rumah” 
Istilah “rumah” diartikan sbagai bangunan yang dipergunakan 
sebagai tempat kediaman. Jadi di dalamnya termasuk gubuk-gubuk 
yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. 
Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, 
perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. 
- Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” 
Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya 
sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, 
tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu 
dengan tanah di sekelilingnya. 
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4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan 
bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP) 
Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerja sama 
dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-
sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu 
ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup 
apabila mereka secara kebetulan pada bersamaan waktu mengambil 
barang-barang. 
Dengan digunakannya kata gepleegd (dilakukan), bukan kata 
begaan(diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang 
atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 
ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 
363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang opelaku 
(dader) dan ada seorang pembantu (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat (1) 
ke-2 KUHP. 
- Unsur “dua orang atau lebih” 
- Unsur “bekerja sama” 
Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah 
mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan 
pencurian, kemudain hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil 
barang, dan kawannya hanya tinggal di luar untuk menjaga dan memberi 
tahu kepada yang masuk rumah jika perbuaan mereka diketahui orang 
lain. 
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5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya 
(Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP) 
Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam 
suaau tembok/dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi 
apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau dari suatu peti 
rusak. 
Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi 
lubang di dalam tanah di bawah tembok dan masuk rumah melalui 
selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan 
yang demikian dianggap tertutup. 
Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga 
meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk 
membuka kunci, seperti sekotong kawat. 
Unsur dengan pemberatan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah: 
1. Pencurian 
2. Di dahului atau disertai atau diikuti 
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan 
4. Terhadap orang 
5. Dilakukan dengan maksud: 
a. Mempersiapkan atau 
b. Memudahkan atau 
c. Dalam hal tertangkap tangan 
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d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya aatau peserta 
lain 
e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP 
adalah: 
1. Waktu malam 
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya 
3. Di jalan umum 
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP 
adalah: 
1. Dua orang atau lebih 
2. Bersama-sama 
Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP 
adalah: 
1. Di dahului, disertai, atau diikuti 
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan 
3. Dengan maksud memersiapkan 
4. Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau 
5. Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu. 
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Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP 
adalah mengakibatkan luka berat. Pengertian luka berat diatur dalam 
Pasal 90 KUHP, yaitu: 
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan 
sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut 
2. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, 
jabatan atau pekerjaan pencariannya 
3. Kehilangan salah satu panca indera 
4. Mendapat cacat berat 
5. Menderita sekit lumpuh 
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih 
7. Gugurya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian penulis adalah di Polres Gowa dan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penulis memilih lokasi terseut 
dengan alasan bahwa banyaknya kasus pencurian yang dilakukan 
pada malam hari. 
Tempat yang penulis jadikan objek penelitian meliputi : 
1. Polresta dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa  
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
adalah : 
1. Data Primer yaitu data yang bersumber langsung dari responden 
yang ditemui di lokasi penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelaahan dan 
pengkajian literatur-literatur yang erat kaitannya dengan 
pembahasan skripsi. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 
data Primer adalah wawancara langsung dengan pihak responden 
yang terkait dengan pihak kepolisian dan ihak tersangka pelaku tindak 
pidana pencurian yang ada di Kabupaten Gowa. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
pengumpulan data sekunder adalah dengan cara membaca dan 
mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku, diktat, surat kabar, 
majalah dan hasil penelitian yang erat kaitannya dengan masalah 
skripsi ini. 
 
D. Analisis Data 
Keseluruhan data yang diperoleh selanjutnya diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis Kualitatif deskriptif, 
meskipun demikian dalam pembahasan penulis menyajikan data yang 
berbentuk narasi kuantitatif dalam bentuk rekapitulasi, tapi semua itu 
penulis maksudkan sebagai sarana untuk lebih memudahkan 
pengelolaan data pada tingkat yang proporsional. Jadi metode 
analisisnya adalah kuantitatif di mana data-data tersebut dianalisis 
menurut kategori-kategori untuk kemudian ditarik kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian pada Malam Hari di 
Kabupaten Gowa 
1. Gambaran umum Kabupaten Gowa dan perkembangan kejahatan 
pencurian pada malam hari di Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa  berada pada 119.3773º Bujur Barat dan 
120.0317º Bujur Timur, 5.0829342862º Lintang Utara dan 5.577305437º 
Lintang Selatan. Kabupaten Gowa yang berada di daerah selatan dari 
Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara 
berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah 
Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di 
sebelah Selatan berbatsan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto 
sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar. 
Wilayah admistrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 
desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,32 km2 atau sama dengan 3,01 
persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai 
populasi 652.941 jiwa.  
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran 
tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang 
merupakan dataran tinfi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombo 
Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. 
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Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai 
kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan 
Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu, Kabupaten Gowa 
dilalui oleh bnayk sungau yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai 
dengan luas dengan aliran yang terbesar adalah Sungai JEneberang yaitu 
seluas 881 km2 dengan panjang 90 km. 
Diliat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk 
kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan 
Kabupaten Bone. (Sumber Data: Badan Pusat STatistik Kab.Gowa) 
Kemudian untuk menggambarkan besarnya tindak pidana 
pencurian pada malam hari di Kabupaten Gowa maka Penulis 
menunjukkannya ke dalam tabel yang didasarkan atas hasil penelitian dan 
pengambilan data yang diperoleh Penulis dari Kepolisian Resort Kota 
(Polres) Gowa. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. 
Jumlah Kejahatan Pencurian yang Ditangani 
Polres Gowa Tahun 2013-2915 
No. Tahun 
Kasus 
Pencurian 
Kasus 
pencurian pada 
malam hari 
Persentase 
1 2013 270 kasus 54 kasus 20% 
2 2014 317 kasus 76 kasus 23% 
3 2015 342 kasus 108 kasus 31% 
Jumlah 889 kasus 238 kasus 26% 
Sumber: Polres Gowa, 2015. 
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Secara umum dari tabel di atas dapat diliat jumlah tindak pidana 
pencurian seperempat kasus merupakan kasus pencurian pada malam 
hari yang dilaporankan di Polres Gowa menunjukkan hasil yang (26%) dari 
tahun ketahunnya. Polres Gowa mencatat dari total 889 kasus pencurian, 
238 kasus di antaranya merupakan tindak pidana pencurian pada malam 
hari dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Kabupaten Gowa. 
Adapun rincian tindak pidana pencurian pada malam hari di 
Kabupaten Gowa yaitu 54 kasus (20%) pada tahun 2013 dari 270 kasus 
pencurian, kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 3% 
tepatnya dengan 76 kasus (23%) dari 377 kasus pencurian, sedangkan 
pada tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan kasus pencurian 
pada malam hari dengan jumlah 108 kasus (31%) dari 342 kasus 
pencurian. 
Setelah melihat tabel di atas, memperlihatkan kepada kita bahwa 
pencurian pada malam hari merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 
mestinya menjadi perhatian kita semua, baik aparat penegak hukum serta 
masyarakat di Kabupaten Gowa. Meskipun jumlah tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor masih tinggi dibandingkan dengan 
pencurian pada malam hari namun tetap saja hal ini merugikan dan 
menciptakan keresahan di dalam masyarakat terutama korban itu sendiri. 
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2. Faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian pada malam hari 
Berbicara mengenai suatu kajian kriminologis akan sangat erat 
kaitannya dengan faktor-faktor seseorang melakukan suatu kejahatan 
atau tindak pidana, termasuk di dalamnya pencurian pada malam hari. 
Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya kejahatan suatu 
permasalahan, dilakukan pencarian data mengenai latar belakang 
terjadinya permasalahan itu sendiri. Demikian pula untuk mengetahui 
penyebab seseorang yang melakukan pencurian pada malam hari, dalam 
hal ini melalui wawancara. 
Menurut Aipda Andi Muh Akbar, S.H. (Banit III TIPIDTER Polres 
Gowa) (wawancara tanggal 22 Desember 2015, pukul 10:00 WITA), 
faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian pada 
malam hari terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 
Pertama, faktor intern adalah faktor yang mendasari pelaku untuk 
berbuat kejahatan seperti, faktor pengaruh ekonomi dan lingkungan, dan 
keluarga. Faktor kedua adalah faktor ekstern adalah faktor yang 
mendukung pelaku melakukan kejahatan seperti, faktor kelalaian korban 
dan adanya kesempatan. 
Dengan mengambil sampel terhadap kasus pencurian pada malam 
hari di Kabupaten Gowa, penulis melakukan wawancara dengan 
memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap pelaku yang 
melakukan pencurian pada malam hari dan ditahan di sel Polres Gowa 
serta sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
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Makassar, pertanyaan adalah mengenai kronologis dan faktor-faktor 
penyebab pelaku melakukan pencurian tersebut. 
Wawancara di Polres Gowa, pada Hari Senin, 4 Januari 2016, 
pukul 10:00 WITA: 
1. Andika, 18 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dikenakan 
Pasal 363 Ayat (1) ke-3. 
Responden melakukan pencurian di daerah Sero bersama temannya 
pada pukul 12 malam. Responden mengaku tidak mempunyai niat 
sebelumnya untuk melakukan pencurian sampai akhirnya teman 
responden mengajaknya untuk mencuri sepeda yang terparkir di 
depan ruko. Sepeda hasil curian kemudian dijual dan hasilnya dibagi. 
Selain itu, responden juga mengaku tidak mempunyai alasan lain 
selain ajakan teman. Adapun unsur malam hari, responden mengaku 
hanya kebetulan saja. 
Wawancara di Rutan Kelas I Makassar, pada Hari Selasa, 14 
Januari 2016, pukul 10:00 WITA: 
2. Fadli Maulana Alias Pada, 22 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan 
bengkel motor, dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 3,4, dan 5. 
Responden melakukan pencurian di Jalan Tomanurung bersama 
temannya pada pukul 03:00 malam dengan memanjat pagar dan 
masuk ke dalam rumah melewati jendela dan berhasil mengambil 
sebuah televisi. Responden mengaku tidak mempunyai niat 
sebelumnya untuk melakukan pencurian sampai akhirnya teman 
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responden mengajaknya untuk dan meminta bantuan untuk dibonceng 
ke rumah korban. Hasil curian kemudian dijual dan hasilnya dibagi. 
Selain itu, responden juga mengaku tidak mempunyai alasan lain 
selain ajakan teman. Adapun unsur malam hari, responden mengaku 
hanya kebetulan saja. 
3. Henri Alias Miseng, 24 tahun, pendidikan tidak ada, pekerjaan sopir, 
dikenakan Pasal 365 ayat (1). 
Responden melakukan pencurian di Limbung bersama temannya 
pada pukul 10:30 malam dengan mengambil tas tangan milik korban 
yang diletakkan di atas meja depan ruko. Responden mengaku tidak 
mempunyai niat sebelumnya untuk melakukan pencurian sampai 
akhirnya teman responden mengincar tas korban. Selain itu, 
responden juga mengaku tidak mempunyai alasan lain selain ajakan 
teman. Adapun unsur malam hari, responden mengaku hanya 
kebetulan saja. 
4. Firsyam Alias Lili, 20 tahun, pendidikan tidak ada, pekerjaan swasta, 
dikenakan pasal 365 ayat (1). 
Responden melakukan pencurian di Limbung bersama temannya 
pada pukul 10:30 malam dengan mengambil tas tangan milik korban 
yang diletakkan di atas meja depan ruko. Responden mengaku tidak 
mempunyai niat sebelumnya sampai akhirnya melihat adanya tas 
yang diletakkan pemiliknya di atas meja sementara korban menutup 
rukonya. Sepeda hasil curian kemudian dijual dan hasilnya dibagi. 
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Selain itu, responden juga mengaku melakukan hal tersebut karena 
butuh uang untuk keperluan sehari-hari dikarenakan gaji yang 
didapatakan tidak mencukupi. Adapun unsur malam hari, responden 
mengaku hanya kebetulan saja. 
5. Aspandi Rahman Alias Pandi, 18 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan 
tidak ada, dikenakan Pasal 365 ayat (2) 
Responden melakukan pencurian di daerah Pandang bersama 
temannya pada pukul 01:00 malam. Responden mengaku tidak 
mempunyai niat sebelumnya untuk melakukan pencurian sampai 
akhirnya teman responden di tengah perjalan mereka untuk pulang ke 
rumah menendang korban yang berada di atas motor yang tengah 
mabuk sehingga jatuh dan mengambil kunci motor korban, belum 
sempat berbuat apa-apa responden dan temannya dihentikan oleh 
polisi yang sedang patroli. Selain itu, responden juga mengaku tidak 
mempunyai alasan lain selain terjebak dalam situasi yang dilakukan 
temannya. Adapun unsur malam hari, responden mengaku hanya 
kebetulan saja 
6. Ahmad Daeng Nyikko, 25 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh 
harian, dikenakan pasal 365 (2) ke 1 dan ke 2. 
Responden melakukan pencurian di daerah Padang bersama 
temannya pada pukul 01:00 malam. Responden mengaku tidak 
mengingat kejadian saat pulang ke rumah dan diperjalanan menedang 
korban yang berada di atas motor sehingga jatuh dan mengambil 
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kunci motor korban dikarenakan mabuk berat. Belum sempat berbuat 
apa-apa responden dan temannya dihentikan oleh polisi yang sedang 
patroli. Adapun unsur malam hari, responden mengaku hanya 
kebetulan saja. 
7. Sukardi Daeng Tawang, 21 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh 
bangunan, dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4. 
Sepupu responden melakukan pencurian di Barombong pukul 03:00 
malam. Responden hanya membantu sepupunya dengan melakukan 
pembelaan dikarenakan sepupu responden membutuhkan bahan 
makanan sehingga mencuri beras sebanyak 10 liter di rumah 
tetangganya dengan cara masuk lewat pintu belakang. Responden 
mengaku tidak mempunyai niat apa-apa selain berempati kepada 
sanak keluarganya yang kini di tahan di Lapas Takalar. 
8. Aji Sanda Sasmana, 19 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan 
wiraswasta, dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 1. 
Responden melakukan pencurian di Tamarunang pada pukul 08:00 
malam. Responden mengaku tidak mempunyai niat sebelumnya untuk 
melakukan pencurian sampai akhirnya responden melihat ada telepon 
genggam dikantong motor matic yang sedang terparkir di pinggir jalan, 
tanpa berpikir lama responden kemudian mengambil telepon genggam 
tersebut dan lari. Hasil curian tersebut, responden mengaku tidak 
menjualnya tetapi berniat memilikinya untuk digunakan sendiri. Selain 
itu, responden juga mengaku tidak mempunyai alasan lain selain 
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tergiur dengan keinginan memiliki telepon genggam keren. Adapun 
unsur malam hari, responden mengaku hanya kebetulan saja. 
9. Nur Iin Hidayat, 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, 
dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4. 
Responden melakukan pencurian di daerah Balla Lompoa bersama 
temannya pada pukul 07:00 malam dengan cara membonceng 
temannya dan berhenti di depan columbia dan berhasil mengambil 
sepeda motor dengan cara menggunakan kunci palsu. Responden 
mengaku mencurigai temannya bahwa akan melakukan pencurian tapi 
karena terdesak kebutuhan anaknya yang sekolah maka responden 
menuruti saja niatan temannya untuk melakukan pencurian. Hasil 
curian kemudian dijual dan hasilnya dibagi. Selain itu, responden juga 
mengaku tidak mempunyai alasan lain selain ajakan teman dan 
terdesak masalah ekonomi. Adapun unsur malam hari, responden 
mengaku hanya kebetulan saja. 
10. Ilham Bernat Wijaya, 19 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh 
bangunan, dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4. 
Responden melakukan pencurian di Benteng Somba Opu bersama 
temannya pada pukul 07:00 malam dengan merampas telepon 
genggam milik korban yang tengah mengendarai motor. Responden 
mengaku tidak mempunyai niat sebelumnya untuk melakukan 
pencurian sampai akhirnya teman responden mengajaknya dan 
meminta bantuan untuk dibonceng ke tempat kejadian. Hasil curian 
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kemudian dijual dan hasilnya dibagi. Selain itu, responden juga 
mengaku tidak mempunyai alasan lain selain ajakan teman. Adapun 
unsur malam hari, responden mengaku hanya kebetulan saja. 
11. Rusli Daeng Tinggi, 29 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, 
dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 3. 
Responden melakukan pencurian di Manggarupi pukul 08:00 malam 
dengan membuka toko penjualan telepon genggam menggunakan 
linggis dan berhasil mengambil kurang lebih 20 telepon genggam yang 
berada di toko tersebut. Belum sempat melarikan diri, pemilik toko 
datang dan memanggil massa. Responden mengaku memang 
mempunyai niat sebelumnya untuk melakukan pencurian dikarenakan 
membutuhkan uang untuk membiayai anaknya yang sakit, dan hasil 
dari pekerjaannya sebagi sopir tidak mencukupi kebutuhan tersebut. 
12. Wahida Bahruddin, 23 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan 
swasta, dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4. 
Responden melakukan pencurian di Poros Malino bersama temannya 
pada pukul 09:00 malam dengan cara temannya merpura-pura masuk 
ke toko membeli beberapa produk di mana responden bertugas 
sebagai karyawan toko, kemudian teman responden meminta izin ke 
toilet yang ternyata masuk ke ruangan di mana responden sedang 
melakukan penghitungan uang dari kasir, teman responden langsung 
lari membawa uang yang sedang dihitung responden sebanyak Rp. 
53.000.000,00. Responden mengaku tidak mempunyai niat ataupun 
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mengetahui rencana bersama temannya sebelumnya untuk 
melakukan pencurian sampai akhirnya teman responden datang dan 
membawa lari uang yang kebetulan berada dalam tanggung 
jawabnya. 
 Dari data-data yang diperoleh oleh penulis melalui beberapa 
wawancara baik di Polres Gowa maupun di Rutan Kelas I Makassar 
dengan beberapa orang sebagai pelaku kasus pencurian pada malam hari 
di Kabupaten Gowa, kemudian dapat penulis rincikan beberapa faktor 
yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keadaan memberatkan 
yang dilakukan pada malam hari dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 2. 
Faktor Penyebab Pencurian pada Malam Hari 
Di Kabupaten Gowa 
No Faktor Persentase 
1. Ekonomi 30% 
2. Lingkungan 65% 
3. Keluarga 5% 
4. Geografis dan sosial 0% 
5. Sifat-sifat (kepribadian) 0% 
Jumlah 100% 
Sumber: Wawancara responden di Polres Gowa dan Rutan Kelas I 
Makassar 
 Berdasarkan Tabel 2 di atas, faktor-faktor yang menyebabkan 
pelaku melakukan pencurian pada malam hari didominasi oleh faktor 
lingkungan sebanyak 65%, kemudian faktor ekonomi sebanyak 30% dan 
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faktor keluarga sebanyak 5 %, sedangkan faktor geografis dan sosial 
serta faktor sifat-sifat (kepribadian) 0%. 
1. Faktor Lingkungan 
Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan atau pengaruh teman 
dalam pergaulan merupakan faktor penyebab seorang anak melakukan 
kejahatan pencurian khususnya pada malam hari. Lingkungan pergaulan 
sebagai salah satu unsur faktor lingkungan terkadang lebih menentukan 
jadinya mental, karekter seseorang dari pada orang itu sendiri. Seseorang 
yang bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pencuri, 
pemabuk dan sebagainya cenderung melakukan tindakan pelanggaran 
yang sama dengan temannya tersebut. Fakta ini memperkuat teori 
diferensial asosiation yang dikemukan oleh Sutherland yang telah dibahas 
di bab sebelumnya. Seseorang melakukan kejahatan karena ia telah 
mempelajari dari lingkungannya (keluarga atau teman dekat) bahwa 
tingkah laku kriminal atau pelanggaran hukum lebih menguntungkan dari 
pada tingkah laku non-kriminal atau taat pada hukum 
2. Faktor Ekonomi 
Ketidakmampuan ekonomi mengakibatkan warga mensyarakat 
tidak mempunyai kesempatan mencapai tujuan hidup. Kurangnya hasil 
pendapatan dari pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi memenuhi 
kebutuhan hidup anggota keluarga, memaksa seseorang berupaya 
memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak semua cara-cara yang ditempuh 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan norma-norma yang 
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berlaku. Para responden di atas tersebut merupakan contoh nyata, 
seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara 
yang melanggar hukum meski harus keluar masuk penjara. Fakta di atas 
memperkuat pandangan bahwa kejahatan konvensional sebagai 
pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup yang 
disebabkan dan dipertahankan oleh struktur sosial ekonomi yang 
bersangkutan. Hal ini sejalan dengan teori Strain yang menyatakan bahwa 
“kejahatan adalah pencapaian tujuan masyarakat, yaitu kemakmuran 
namun dengan cara-cara yang tidak sah”. Faktor tidak memadainya 
lapangan pekerjaan mengakibatkan kejahatan pencurian juga meningkat. 
Berikut data pekerjaan pelaku pencurian pada malam hari: 
Tabel3. 
Faktor Pekerjaan Pelaku Pencurian pada malam hari 
Di Kabupaten Gowa 
No Tingkat Pekerjaan Frekuensi Persentase 
1. Tidak ada 112 47% 
2. Sopir  17 7% 
3. Wiraswasta  29 12% 
4. Tukang ojek 37 15% 
5. Buruh  43 18% 
  Jumlah 238 100% 
Sumber: Rutan Kelas I Makassar 
Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pekerjaan pelaku pencurian 
pada malam hari di Kabupaten Gowa yang paling banyak dilakukan 
adalah pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 112 
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orang atau sekitar 47% dari jumlah data, sopir sebanyak 17 orang atau 
sekitar 7%, sedangkan wiraswasta sebanyak 29 orang atau sekitar 12%, 
tukang ojek sebanyak 37 orang atau sekitar 15% dari jumlah data, dan 
buruh sebanyak 43 orang atau sekitar 18%. Ini berarti pelaku pencurian 
pada malam hari dominan dilakukan oleh pengangguran. Keadaan tidak 
memiliki pekerjaan inilah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian 
pada malam hari dengan alasan untuk memperoleh nilai uang dari hasil 
barang curiannya dengan menjual barang tersebut.  
Selain itu, pendidikan yang kurang berhasil maka akan 
mempengaruhi pekerjaan pelaku pencurian pada malam hari karena 
kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian pada 
malam hari di Kabupaten Gowa mayoritas adalah pelaku yang hanya 
berpendidikan SD. 
Tabel4. 
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian pada Malam Hari 
Di Kabupaten Gowa 
No Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase 
1. SD 165 orang 69% 
2. SMP 62 orang 26% 
3. SMA 11 orang 4% 
Jumlah 238 100% 
Sumber: Rutan Kelas I Makassar 
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3. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh pada faktor 
penyebab pencurian khususnya pada malam hari yang meliputi: didikan 
awal yang diberikan kepada anak sewaktu kecil, pengawasan orang tua, 
konflik orang tua (perceraian), dukungan orang tua kepada anak dalam 
hal positif, dan kualitas hubungan orang tua dan anak. 
Banyak studi telah menemukan korelasi kuat antara kurangnya 
pengawasan dan menyinggung perasaan, dan tampaknna menjadi 
pengaruh keluarga paling penting pada pelaku menyimpang yang 
dilakukan seseorang dalam hal pencurian. Kurangnya pengawasan 
mengakibatkan timbulnya hubungan yang buruk antara anak dan orang tu. 
Anak sering berada dalam komplik dengan orang tua mereka, mungkin 
karena mereka kurang bersedia untuk membahas apa kegiatan mereka 
dengan orang tua. 
 
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Terhadap Kejahatan 
Pencurian pada Malam Hari 
Mengingat pencurian yang dilakukan pada malam hari di 
Kabupaten Gowa pada dua tahun terakhir ini (2013-2015) mengalami 
peningkatan maka perlu upaya penanggulangan yang melibatkan instansi-
instansi penegak hukum antara lain: pihak kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan, bila perlu 
melibatkan dunia akademisi. 
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Upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya, dan kejahatan 
pencurian pada malam hari pada khususnya, perlu memperhatikan 
pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta 
tingkat keberhasilannya. Upaya-upaya penanggulangan yang selama ini 
dilakukan oleh instansi penegak hukum terdari dari upaya pre-emtif, 
preventif dan refresif. Berikut ini hasil wawancara pada tanggal 29 
Desember 2015 dengan Ajun Komisaris Polisi Nursiah Abdullah (KASAT 
BINMAS POLRES GOWA) menjelaskan bahwa untuk menanggulangi 
kejahatan, Kepolisian Polres Gowa telah melakukan upaya-upaya sebagai 
berikut: 
a. Upaya Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh BINMAS POLRES Gowa 
dengan mengenali karekter wilayah yang biasa dijadikan tempat 
kejahatan. Selain itu, pihak BINMAS juga rutin mengadakan sosialisasi ke 
sekolah-sekolah seperti sosialisasi narkoba, seks bebas, korupsi, dan lain-
lain. Di setiap kelurahan, didirikan Forum Kemitraan Masyarakat (FKM) 
yang dinaungi langsung oleh Bhabinkantipmas. Forum ini merupakan 
bentuk dari kerjasama dengan camat, dinas pendidikan, TNI, dan tokoh-
tokoh masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan 
kasus perkara sebelum dibawa ke kepolisian. 
b. Upaya Preventif 
Dalam hal ini kepolisian mengedepankan fungsi teknis BINMAS 
dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli 
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khususnya di lokasi yang diduga sering terjadi kejahatan atau dalam 
istilah kepolisian lokasi yang mengandung police hazard seperti tempat 
berkumpulnya para remaja yang mencurigakan ataupun turun ke lokasi 
keramaian. 
c. Upaya Refresif 
Di mana dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian adalah dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara 
(TKP), guna menolong si korban dan melakukan penangkapan dan 
penahanan terhadap tersangka, dan kemudian diproses dan selanjutnya 
berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. 
Selain dari pihak kepolisian, rutan sebagai instansi penegak hukum 
juga mempunyai peran penting dalam penanggulangan kejahatan. Berikut 
ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Irfan, S.H (Kepala Unit 
Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Makassar) bahwa petugas rutan 
melakukan beberapa tindakan seperti upaya treatment dan rehabilitasi. 
Upaya tersebut berupa kegiatan meliputi pemulihan harga diri sebagai 
pribadi maupun sebagai warga negara, oleh karena itu mereka diajarkan 
untuk menguasai keterampilan tertentu guna pula hidup mandiri dan 
berguna bagi masyarakat. Selain itu, diberikan pula pembinaan agama, 
sehingga mereka yang telah menjalani pembinaan di rutan tidan 
mengulangi tingkah laku kriminalnya. 
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kejahatan pencurian pada 
malam hari dalam dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan, maka 
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dalam hal penanggulangan tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian 
dan Lapas, melainkan juga oleh kejaksaan dan pengadilan negeri. 
Kejaksaan hendaknya berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat 
dengan cara melakukan penyuluhan atau penerangan hukum yang 
dilakukan dalam program pembinaan masyarakat taat hukum (binmaktum) 
dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan 
mengamalkannnya dalam kehidupan sebagai masyarakat dan warga 
negara yang baik. Sedangkan pengadilan negeri dalam hal ini hakim, 
dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan hukum serta sesuai 
dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat terdakwa yang 
bersangkutan menjadi sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Adapun 
daftar kegiatan pembinaan yang dilakukan di rutan akan Penulis tuangkan 
dalam sebuah tabel. 
Tabel 5. 
Daftar Kegiatan Pembinaan di 
Rutan Kelas I Makassar 
No Kegiatan Waktu 
1. Upacara  Setiap hari Senin 
2. Kejar paket Setiap tahun 
3. Penyuluhan hukum 2 bulan sekali 
4. Olah raga: 
a. Senam 
b. Catur  
c. Takraw 
d. Futsal 
e. Tenis lapangan 
f. Tenis meja 
g. Bulu tangkis 
 
a. Selasa dan Jum’at 
b. Setiap hari 
c. Setiap hari 
d. Setiap Selasa 
e. Setiap pagi/sore 
f. Setiap hari 
g. Selasa, Kamis, dan 
Jum’at 
Sumber: Rutan Kelas I Makassar 
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Selain itu, upaya pencegahan yang dilakukan secara dini melalui 
kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor 
penyebab, pendorong, dan faktor peluang terjadinya kejahatan guna untuk 
menciptakan sesuatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap 
guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup yang bebas dari 
perbuatan yang melanggar hukum. Bahwa kegiatan ini pada dasarnya 
merupakan pembinaan pengembangan lingkungan serta pengembangan 
sarana dan kegiatan positif baik yang dilakukan oleh pihak keluarga 
maupun dari pihak masyarakat luas. Lingkungan keluarga dalam hal ini 
orang tua memegang peranan penting untuk mengarahkan dan membina 
anaknya. Masyarakat luas juga merupakan lingkungan yang sangat besar 
pengaruhnya bagi perkembangan kepribadian seseorang, baik untuk 
interaksi maupun pengaruh positif dari sesama masyarakat, oleh karena 
itu perlu terbina hubungan yang harmonis baik sesama masyarakat 
maupun individu dengan individu sehingga akan menghindari bahkan 
menghilangkan peluang pengaruh negatif untuk dapat berkembang di 
lingkungan masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa: 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian pada malam 
hari di Kabupaten Gowa, yaitu: Faktor Lingkungan, faktor ekonomi, 
dan faktor keluarga. 
2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan 
pencurian pada malam hari di Kabupaten Gowa, yaitu: Upaya Pre-
emtif berupa mengenali karakter wilayah dan sosialisasi rutin ke 
sekolah-sekolah. Upaya Preventif berupa kegiatan pengaturan 
penjagaan dan patroli rutin ke lokasi yang diduga sering terjadi 
kejahatan. Dan upaya Refresif dengan ketanggapan mendatangi 
tempat kejadian perkara, menangkap dan menahan tersangka. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis mengajukan saran dan 
rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor utama penyebab kejahatan adalah faktor ekonomi, faktor 
lingkungan, dan faktor keluarga. Oleh karena itu, penulis berharap 
pihak Rumah Tahanan Kelas I Makassar meningkatkan pembinaan 
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dalam hal pendidikan dan keterampilan kerja agar ketika sudah keluar 
dari Rumah Tahanan Negara mampu meminimalisir faktor-faktor 
terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan pada malam hari di 
Kabupaten Gowa. 
2. Di harapkan kepada pihak kepolisian agar lebih meningkatkan 
tindakan yang bersifat pre-emtif dan preventif dalam hal 
menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan pada 
malam hari agar dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. 
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